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PENDAHULUAN

A. Penegasan judul
Sebagai kerangka awal untuk memahami judul skripsi ini, terlebih dahulu
akan jelaskan pengertian judul guna mendapaykan informasi dan gambaran
yang jelas serta memudahkan dalam memahami skripsi ini. Penelitian yang
akan dilaksanakan ini berjudul : “Jual Beli Jangkrik Dengan Sistem
Takaran Perspektif Hukum Ekoenomi Syariah (Studi Kasus di

Kelurahan Way Kandis Kota Bandar Lampung) ” Untuk menghindari

kesalahan persepsifdan penafSiran dalamgudul ters maka akan diuraikan
secara sin ngertianyang te j skripsi ini
i DI

1. Ju nuk da

| ada atu perjanjian tukar me rang yang
mempunyai nilaj a belah pihak yang satu
menerima benda-benda dah pihak lain"menerima sesuaidengan perjanjian
atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati”."
2. Jangkrik adalah serangga yang berkerabat dekat dengan belalang serta
memiliki tubuh rata dan antena panjang.?

3. Takaran adalah alat untuk menakar ; sukatan (liter dan sebagainya).?

Dalam jual beli jangkrik takaran yang digunakan ialah gelas.

!Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:PT Gramedia
Pustaka Utama, 2011), h.1372.

Tim Karya Tani Mandiri, Pedoman Beternak Jangkrik, cet ke-I11(Bandung: Cv Nuansa
Aulia, 2014), h.1



4. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.* Pandangan yang
dimaksud adalah pandangan terhadap keadaan sekarang maupun yang
akan datang yang mengacu pada pandangan hukum Islam.

5. Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan
dengan praktik ekonomis dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia
yang bersifat komersial yang didasarkan pada hukum Islam.’

B. Alasan Memilih Judul
Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul di

atas adalah sebagai berikut :

Ma ternak jangkrik

n memakai cara takaran ge inya di

sehingga menim

1. Alasan Objektif

kurang pasnya

takaran, mak ersebut dalam Hukum
Ekonomi Islam.
2. Alasan Subjektif
a. Ditinjau dari aspek bahasan, skripsi ini sangat relevan dengan disiplin
ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas

Syariah UIN Raden Intan Lampung.

®Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:PT Gramedia
Pustaka Utama, 2011), h.1372.

* Bunyana Sholihin, Metodologi Penelitian Syari’ah, (Yogyakarta: Kreasi Total Media,
2018), h. 11.

*Andri Soemirta, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah, (Jakarta Timur:
Prenamedia Grup, 2019), h. 2.



b. Ketersediaannya data-data dan lokasi yang mudah dijangkau serta
literature yang dibutuhkan dalam penelitian sehingga cukup mendukung
untuk menyelesaikan skripsi ini.

C. Latar Belakang Masalah
Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk
kelangsungan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini
dikenal dengan istilah muamalah. Adapun salah satu bentuk muamalah dalam
Islam ialah jual beli, yaitu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan
dirinya untuk menerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang

telah disepakati keduanya. Dengan kata lain jual beli terjadi apabila dilakukan

rasa suka sama suka

aturan

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan
janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa : 29)
Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam memperbolehkan jual beli dengan
cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yakni jual beli
yang terhindar dari unsur gharar, riba, pemaksaan, dan lain sebagainya. Jual

beli juga harus didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak,



karena jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antar sesama manusia
sehari-hari.

Menjalankan sebuah bisnis jual beli tidak akan lepas dari permasalahan
takaran dan harga. Takaran dan harga memegang peranan penting dalam
terjadinya kesepakatan antara pedagang dan pembeli. Melalui takaran akan
terlihat seimbangnya takaran dan harga barang. Dalam jual beli takaran di
kalangan pedagang terutama penjual peternak jangkrik yang berada di
kelurahan Way Kandis kecamatan Tanjung Senang kota Bandar Lampung ini.

Jangkrik sebagai pemenuhan kebutuhan pakan ikan, burung berkicau atau

hewan lainnya yang mencapai jutaan.ekor tentu tak bisa mengandalkan lagi

melalui penang i : itu ajangkrik harus
a Way
a sudah
berumur 25= i

Kemudian jaMh sales jangkrik yang
bermitra dengan peternak jangkrik. Dalam proses panen petani dan sales
jangkrik menggunakan gelas sebagai alat takaran. Penggunaan gelas sebagai
alat takaran adalah kebiasaan yang telah dilakukan oleh para petani dan sales
jangkrik dalam proses jual beli. Penggunaan gelas tersebut menyebabkan
mengurangnya takaran jangkrik karena jangkrik melompat-lompat keluar
gelas takaran sehingga menyebabkan takaran tidak sesuai. Sedangkan, dalam
proses jual beli takaran menjadi hal yang penting agar tidak terjadi adanya

kerugian antara penjual dan pembeli.



Berdasarkan proses panen jangkrik yang menggunakan kebiasaan sistem
takaran gelas perlu diadakan penelitian dengan pembahasan yang jelas
mengenai jual beli jangkrik dengan sistem takaran di Kelurahan Way Kandis
Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini berjudul “Jual Beli Jangkrik Dengan Sistem Takaran
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Study Kasus di Kelurahan Way
Kandis Kota Bandar Lampung)”.

Fokus Penelitian
Dalam penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak

terjadi perluasan permasalahan yang-nantinya tidak sesuai dengan tujuan

penelitian ini

si ta tif hukum ekonomi syariah.
Rh l ‘
Berdas i r belakang di a

yang hendak dike

| beligjangkrik dengan

pokok masalah

n sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli jangkrik dengan sistem takaran di Kelurahan
Way Kandis Kota Bandar Lampung?

2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli jangkrik
dengan sistem takaran di Kelurahan Way Kandis Kota Bandar Lampung?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli jangkrik dengan sistem takaran di

Kelurahan Way Kandis Kota Bandar Lampung



2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli
jangkrik dengan sistem takaran di Kelurahan Way Kandis Kota Bandar
Lampung

. Signifikansi Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau signifikasi

akademis dan praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian berharap penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu

pengetahuan mengenai sistem jual beli yang terus berkembang

dimasyarakat, serta dlharapkan mampu memberikan  pemahaman
i ngan Aukum Islam.
ooy b M\

an takaran dan

itian khususnya

harga yang
b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi
penjual maupun pembeli untuk meningkatkan komitmen serta dapat
digunakan untuk memberikan wawasan, pengertian, pemahaman dan
pengembangan praktik jual beli yang lebih positif serta diharapkan hasil
penelitian ini dapat menambah khazanah tentang bermuamalah

khususnya berkaitan dengan jual beli jangkrik dengan sistem takaran



c. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir
guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN

Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini merupakan penelitian lapangan
(field research) adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang
berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang

diteliti serta interaksinya dengan‘lingkungan.® Peneliti langsung terjun

enetapan takaran dan

ngkrik yang dilakukan oleh ngkrik

M&mg berwujud uraian

Penelitia

. Sifa

dengan kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang-orang yang
menjadi objek pengamatan yang bertujuan untuk membuat gambaran
secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-
sifat populasi atau daerah tertentu.” Dalam penelitian ini
menggambarkan permasalahan yang ada secara obyektif, guna

mendeskripsikan pelaksanaan penetapan takaran dan harga jual beli

® Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metode Penelitian : Pendekatan Praktik dan Teoritis
(‘Yogyakarta, Andi Offset, 2010), h. 21.

’Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2014),
h.75.



jangkrik sebagaimana adanya, kemudian menganalisa berdasarkan data
yang ada sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan.
2. Sumber Data
a. Data primer

Data primer adalah data yang langsung diberikan kepada
pengumpul data dari narasumber. Dalam penelitian ini data primer
diperoleh langsung melalui wawancara kepada informan kepada pihak
yang menjadi narasumbernya adalah para peternak jangkrik yang
menggunakan takaran gelas.

b. Data Sekunder

dari buku-buku figh muamal

yar.w
3. Populasi dan sm ’

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang
ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian,
maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi penelitiannya
juga disebut studi populasi atau sensus.’ Populasi dalam penelitian ini

adalah peternak dan sales jangkrik yang menggunakan takaran gelas di

® Soeharjo Soekanto, Pengantar Penilitian Hukum(Jakarta: Ul-PRESS, 2002), h.172.
®Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 102.



Kelurahan Way kandis Kota Bandar Lampung yang berjumlah 6
peternak jangkrik dan 2 sales jangkrik dengan satuan yang berbeda.
b. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti.'® Seperti
yang dikemukakan Arikunto apabila subjek kurang dari 100 lebih baik
diambil semua sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi.
Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 10-15% atau
20-50% atau lebih."* Adapun teknik pengambilan sampel pada
penelitian ini adalah sampel acak (random sampling), yaitu suatu

sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian dari

pun a untuk dipiih sebagai

penelitian di lapangan

pe akbrl Aa!

alam penjualan j

ari itu kemudian
peneliti me a penelitian ini.
4. Pengumpulan data
a. Observasi
Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap
gejala yang tampak pada lokasi penelitian dan pencatatan secara
sistematik terhadap fenomena yang ditemukan pada saat penelitian.*?

Mengamati aktivitas suatu proses atau objek guna memahami

“Ibid,h. 108.

“Ibid,h. 107.

'2V/. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi (Yogyakarta, Pustaka
Baru, 2015), h. 94.
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pengetahuan dari sebuah penelitian untuk mendapatkan informasi-
informasi yang dibutuhkan untuk pengumpulan data.

b. Wawancara/interview

Wawancara (interview) adalah kegiatan pengumpulan data primer

yang bersumber langsung dari responden responden peneliti di
lapangan (lokasi).** Mengumpulkan data dengan bentuk komunikasi
langsung kepada pihak yang akan diwawancarai yaitu peternak dan
sales jangkrik yang dapat mewakili pengambilan data.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tekhnik pengumpulan data yang tidak

n melalui dokumen.

ut dapat berupa bukti konk enjuadan serta

Mah, pengolahan data

dilakukan dengan cara:

5. Pengola

Data yan

a. Pemeriksaan data (Editing)
Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah
dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau

terkumpul itu tidak logis dan meragukan.'* Dalam proses editing

BAbdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
2014), h. 86.

4 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum(Bandung: Citra Aditya Bakti,
2004), h. 48.
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dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai
atau relavan dengan masalah yang dikaji.
b. Sistematika Data
Sistematika data (Systematizing), yaitu menempatkan data menurut
kerangka sistematika bahasan berdasarkan masalah.’® Dengan cara
melakukan pengelompokan data yang telah diedit kemudian diberi
tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.
6. Analisis Data
Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya yang

dilakukan oleh penulis ialéh mengana‘Iisis data tersebut agar dapat ditarik

alitatif, dengan

ekatan berfikir secara indu

Ailhk.o

> V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi (Yogyakarta, Pustaka
Baru, 2015), h. 126.
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KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori
1) Jual Beli Menurut Hukum Islam
a. Pengertian Jual Beli
Jual beli secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang.
Kata al-bai’ (jual beli) penggunaannya disamakan antara keduanya.
Dua kata tersebut masing-masing. mempunyai pengertian lafal yang

syari’at Islam, jual beli

atau dengan persetujuan dan
vy .

suatu barang yang lai
Pengertian I) itu ialah pemilikan
harta dengan harta (barang dengan barang) dengan menambahkan
persyaratan saling rela (suka sama suka). Ada yang mengatakan bahwa
“jual” itu ialah ijab dan gabul (penyerahan dan penerimaan dalam
transaksi), sesuai firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 29 “tijaratan
an taradin” yang berarti perniagaan yang terjadi suka sama suka.’

Sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara syar’i sebagai akad

yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain

'® Sayyid sabig, Figh Sunnah jilid 4 terjemahan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2006), h.
120.
7 LLukman Hakim, prinsip-prinsip Ekonomi Islam, (Surabaya: Erlangga,2012),h. 110.
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dengan cara khusus. Ada juga yang menyebutkan kata akad untuk
terjalinnya satu seseorang ‘“fasakhtual-bai’a” artinya jika akad yang
sudah terjadi bisa dibatalkan lagi, walaupun maksud yang sebenarnya
adalah membatalkan hal-hal yang menjadi akibat dari akad.'®
Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa
jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang
dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada
yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan

yang dibenarkan syara’ (hukum Islam).*®

. Dasar Huku Jual Beli

idupan,
tertentu, serta
manusia, termasuk
didalamnya menciptakan hubungan ekonomi yang baik dan sesuai
dengan ajaran Islam.

Banyak orang yang orientasinya hanyalah mendapatkan harta
sebanyak-banyaknya, sehingga mereka menghalalkan segala cara demi
mendapatkan harta tanpa mempertimbangkan halal maupun haram.
Sistem ekonomi Islam dalam aktifitasnya sangat menitik beratkan pada

nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Oleh sebab itu,

'® Abdul Aziz Muhammad, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah,2010), h. 25.
% Nasrul Haroen,Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Patama,2007),h.114.
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pada dasarnya secara keseluruhan bersumber dari Al-Qur’an dan

Hadis.® Firman Allah dalam surat Al- Bagarah ayat 275:

s & .@)f/ 2 Fe 8 A S ey s A Z_ G
aafziy Al ey LS N Ogenie Y 1)) 05l ZnAll
}/9&/

05 \y;t&.‘@ﬂ L) 106 Wuw: ol G Gt

2 -
Q}v\l‘}

sampai
enti (dari
ah diambilnya
data . dan urusannya (terserah)
engambil riba), Maka
orang itu adafah penghunf~penghuni neraka; mereka kekal di
dalamnya.” (Al- Bagarah ayat 275)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli
kepada hambanya dengan baik, sebaliknya Allah melarang jual beli
yang ada unsur ribanya atau dapat merugikan orang lain, dalam surat

An-Nisa ayat 29 disebutkan :

2 Abdul Aziz, Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro, (Yogyakarta: Graha
1lmu,2008) h. 7-8.
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh
dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.”( QS. An- Nisa : 29)

Dari beberapa dasar hukum. yang dikemukakan di atas dapat

disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu yang disyariatkan dalam

RIA
Perjanjian qum gkum yang mempunyai
frekuensi teM| tMﬂg dari pihak penjual

kepada pihak pembeli.?* Untuk itu penjual dan pembeli hendaknya

terdiri dari orang yang layak mengadakan akad. Maka tidak sah jual
beli yang dilakukan anak kecil, orang gila, maupun orang yang tidak
genap akalnya. Lain dari itu hendaknya jual beli yang mereka lakukan

itu atas dasar pilihan mereka sendiri.??

129.

*! Shawardi K Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafida,2000), Cet. Ke 2, h.

22 Apshori Umar, Alih Bahasa..., h. 491.
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Jual beli merupakan suatu akad dan dipandang sah apabila telah
memenuhi rukun dan syarat jual beli. Menurut jJumhur Ulama rukun dan

syarat jual beli terdiri dari empat bagian yaitu :

1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2) Sighat (lafal ijab dan kabul)
3) Ada barangnya yang diperjualbelikan
4) Ada nilai tukar pengganti barang®
Menurut ulama Hanafiah;orang yang berakad, barang yang dibeli,

dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan

rukun jual beli. Adap : arat-syaratgual beli sesuai dengan rukun jual
beli n jum ama di ai berikut:
115N
‘ aor g

a figh sepakat menyatakan

melakukang me
a) Berakal
Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan
orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang
mumayyiz, menurut ulama hanafiyah, apabila akad yang
dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima

hibah, wasiat dan sedekah maka akadnya sah.

2 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada,
2004), Ed 1, Cet 2, h. 38.
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b) Yang melakukan akad orang yang berbeda

Artinya, seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang

bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.?*

1) Sighat (ijab gabul)

ljab dan gabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi
yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli,
akad sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang
bersifat mengikat salah satu pihak. Seperti wasiat, hibah dan wakaf,
tidak perlu gabul, karena akad seperti itu cukup ijab saja. Apabila
ijab telah

iucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang

semula. Yaitu barang

eli dan

k hallﬁh kan a syarat

h sebagai berikut:

b) Qabul sesuai dengan ijab

c) ljab gabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah
pihak yang melakuakan jual beli hadir pada waktu dan tempat
yang sama.”

Pada zaman modern seperti saat sekarang ini perwujudan ijab dan
gabul tidak lagi diucapkan, melainkan dilakukan dengan mengambil

barang dan membayar nya oleh si pembeli, serta menerima uang dan

** Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), h. 155-119.
% Ibid, h. 116.
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menyerahkan oleh si penjual, tanpa ucapan apapun. Dalam figh

Islam, jual beli seperti ini disebut dengan ba’i AI-Muat’tah karena

hal ini telah menunjukan unsur ridha dari kedua belah pihak.

2) Ada barang yang diperjual belikan

a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual
menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

b) Dapat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh manusia. Oleh sebab itu
bangkai, khamar dan darah tidak sah menjadi objek jual beli,
karena dalam pandangan syara’ benda-benda seperti itu tidak

bermanfaat bagi muslim.

iliki seseorang

a waktu

Terkait dengan masalah nilai ini para ulama figh membedakan At-
tsaman dengan As-si’r. Menurut mereka At-tsaman adalah harga
pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara actual,
sedangkan As-si’r adalah modal yang seharusnya diterima para
pedagang sebelum diterima oleh konsumen.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa antara harga untuk
sesama pedagang dengan harga untuk pembeli harus dibedakan.

Dalam praktek seperti ini seperti yang terjadi pada toko grosir yang
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melayani pembelian eceran dalam sekala besar. Syarat-syarat at-

tsaman adalah sebagai berikut:

a) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, harus jelas
jumlahnya

b) Boleh diserahkan pada waktu akad, apabila harga itu diserahkan
kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas

c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan
barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang
yang diharamkan syalra’.26

d. Macam-Macam Jual Berli

ang diperbolehkan dalam sy erdiciggari tiga

AlA

dilihat oleh pe

Tidak tidak bisa diserahkan
kepada pembeli, misalnya ikan yang masih dilaut, barang yang
sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya.?’

b) Dapat diketahui keadaan sifat dan barang.

Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli, zat, bentuk,

kadar(ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya

tidak terjadi keributan.?®

** Ibid, h. 119.
27 Sulaiman Rasjid, Figih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo: 1994), h. 280.
% 1bid, h. 281.
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¢) Barangnya suci dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.
Tidak sah memperjual belikan barang yang tidak ada manfaatnya,
seperti memperjual belikan tikus,ular dan sebagainya.?

2) Jual beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai

berikut:

a) Barang yang dihukum najis oleh agama seperti, anjing, babi,
berhala, bangkain dan khamar

b) Jual beli sperma (mant) hewan seperti mengawinkan seekor

domba jantan dengan domba betina agar dapat memperoleh

ketur
nak bmatang yang masih ber uknya.
ms AHI‘A an Idak an tidak
d) Jual b

Jual beli tanaman yang masih dlladang atau disawah, jual beli
seperti dilarang oleh agama sebab ada persangkaan riba di
dalamnya

e) Jual beli mukhadharah
Yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen,
seperti menjual buah rambutan yang masi hijau, mangga yang

masih kecil, dan lain sebagainya. Hal ini dilarang karna masih

%° Hasanuddina, Figh modul 1-18 (Jakarta:direktoran Jendral Pembinaan Kelembagaan
Agama Islam dan Universitas Terbuka,1997), hal. 443.
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samar, dalam arti mungkin saja buah itu jatuh tertiup angin
kencang atau gagal panen sebelum diambil oleh pembelinya

f) Jual beli mulamasah
Adanya mekanisme tawar menawar antara dua pihak atas suatu
barang dan apabila calon pembeli menyentuh barang tersebut
maka harus membelinya baik sang pemilik barang ridha atau
tidak.*

g) Jual beli dengan munabazah
Yaitu jual beli dengan cara lempar melempar, seperti orang

berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti

kule ulaa a pa
engan mubanazah
nya an buah
ayaran dengan
gan di kilo berbeda
sehingga merugikan pemilik kurma kering.
1) Jual beli gharar
Yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi
penipuan.®* Misal ketidaktahuan dalam ukuran dan takaran objek
akad, tindak pedagang mengurangi takaran suatu barang yang

dijual, praktik kecurangan dengan mengurangi takaran semacam

% Hendi Suhendi, Figh Muamalah..., h. 78-81.

3! Efa Rodiah Nur, Riba dan Gharar Al-Adalah Jurnal Hukum Islam, Vol.12, no
1,2015,diakses dari  http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/issue/view/34, pada
tangal 04-07-2020, pada pukul 09.55



http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/issue/view/34
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ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain
dalam bentuk penipuan atas ketidak akuratan dalam timbangan
takaran serta pedagang yang memanipulasi dalam kualitas barang
dagang.
J) Jual beli yang dilarang agama dan hukumnya sah

Ada beberapa jual beli yang dilarang oleh agama tapi sah
hukumnya, tetapi orang yang melakukan mendapat dosa. Jual beli
tersebut antara lain:

1) Menemui orang desa sebelum mereka masuk kepasar untuk

mempbeli benda-bendanya dengan harga semurah-murahnya,

an najasyi. Ses atau melebihi
rm Mancmg -mancing orang
agar orang tersebut mau membeli barang temannya.
4) Menjual di atas penjualan orang lain.*
e. Hikmah Jual Beli
Allah Swt mensyariatkan suatu jual beli sebagai kebebasan dan
kekuasaan bagi para hambanya. Hal ini terutama disebabkan bahwa
manusi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan

lainnya. Kebutuhan tidak akan pernah berakhir selama yang

*2 Dr.H Hendi Suhendi, MS.i. Figih Muamalah (Jakarta, PT Raja GrafindO Persada,
2007), h.75.
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bersangkutan masih berkelangsungan hidup. Tidan seorang pun yang

dapat memenuhi kebutuhan ekonomi kehidupannya secara mandiri,

melainkan mereka harus berhubungan dengan pelaku ekonomi lainnya.

Dalam hal ini perputaran harta dengan syariat Islam merupakan suatu

aspek penting dari ekonomi Islam untuk memenuhi kebutuhan

manusia.*®

Adapun hikmah jual beli antara lain :

1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang
menghargai hak milik orang lain.

2) Penjual dan pemb‘elri' dapat-memenuhi kebutuhannya atas dasar

ng pihak merasa puas bai ele barang
nul'ﬁu Jar dan

ang haram atau secara

4) Dapat m
batil.
f. Kaidah Figh Tentang Jual Beli
Adapun kaidah Figh yang berhubungan dengan jual beli salah

satunya adalah sebagai berikut :

s S5 3 0
2\.2.<.4 o5l

%% sayyid Sabig, Figh Sunnah jilid 4 terjemahan..., h. 48-49.
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“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.” (as-Suyuthi,
t.t:63)*

Secara bahasa, al-'adah diambil dari kata al-'awud ( » ¢=J1 ) atau
al-mu‘awadah ( 55 3031) yang artinya berulang ( 41 <331 ). Oleh
karena itu, tiap-tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa
diusahakan dikatakan sebagai adat. Sedangkan arti “muhakkamah”
adalah putusan hakim dalam pengadilan dalam menyelesaikan
sengketa, artinya adat juga bisa menjadi rujukan hakim dalam memutus
persoalan sengketa yang diajukan ke meja hijau.*®

Yang dimaksud dengan kaidah.ini bahwa di suatu keadaan, adat

bisa dijadikanipijaka K'men an h ketika tidak ada dalil
dari . tidak" semua ikan pijakan
an dasﬂalu“nula ah i bil dari

ita Sosi masyarakatan bahwa semua hidu kehidupan

itu dibentuk agai norma yang sudah

berjalan sejak lama sehingga meéreka memiliki pola hidup dan
kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah
dihayati bersama. Jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan suatu
amaliyah yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah

dianggap telah mengalami pergeseran nilai. Nilai-nilai seperti inilah

yang dikenal dengan sebutan ‘adah (adat atau kebiasaan), budaya,

** Duski ibrahim, Al-gawa’id Al- figiyah ( kaidah-kaidah figih) , (Palembang: Noer fikri,
2019), h. 90.

%> Abbas, Arfan, Kaidah-kaidah Figh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam
dan Perbankan Syariah,(Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dan Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam Kementerian Agama RI,2012). h. 204.
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tradisi dan sebagainya. Dan Islam dalam berbagai ajaran yang

didalamnya menganggap adat sebagai pendamping dan elemen yang

bisa diadopsi secara selektif dan proposional, sehingga bisa dijadikan

sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum syara’.*® Namun bukan

berarti setiap adat kebiasaan dapat diterima begitu saja, karena suatu

adat bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan syari‘at

2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan
kemashlahatan

3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim

4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdah

5. Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan
‘ hukumnya.*’

Dasar Nttkeesa-kai

igh ini di dalam

(T 520 0 2 5 e

Artinya: “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan
yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang

bodoh.”(QS. Al-A’raf: 199)

*® Dahlan, Tamrin, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah),(Malang: UIN
Maliki Press,2010). h. 203.

%" Muchlis, Usman, Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah
dan Fighiyah),(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002). h. 210.
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(QS. An-Nisa: 19)

ﬂ’q &L, Se g
REIY TS IYesN[E

Artinya:“Dan pergaulilah mereka secara patut”. (QS. An-Nisa: 19)

QS. Al-Bagarah: 236

G 155 5 Gyt 0 G AT 2 oy K £

f/ e
|.~

Artinya :

\

;0)4.9 J\.Lg.]‘ LSLC) ;oj..\_e Cw)j\ ul.c U’bﬁ""") 'i,a_:j%
@JWJ\&L»J}NL,

N\

£3

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika
kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu
bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan
‘maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mutah
(pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut
kemampuannya dan orang yang miskin  menurut
kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut,
yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang

yang berbuat kebajikan”.(QS.Al-Bagarah: 236).

Dasar hukum di dalam Hadis yaitu :

ZJ.L.«.S-A,\)\MWWUM\S L

“Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di

sisi Allah” (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari

Ibnu Mas'ud).®

38 Dahlan, Tamrin, Kaidah-kaidah ... h. 209.
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Dari kaidah di atas muncul kaidah yang berbunyi :

i Lyl B g Sl
“Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat
di antara mereka”

Maksud kaidah ini yaitu sesuatu yang menjadi adat di antara
pedagang, seperti disyaratkan dalam transaksi.*® Kaidah ini lebih
mengkhususkan adat atau ‘urf yang ada (terbiasa) diantara para
pedagang saja, dimasukan disini dikarenakan masih dalam kaitannya
dengan kaidah al-adah muhakkamah. Sehingga maksud kaidah ini
adalah segala sesuatu yang sudah umum (biasa) dikenal dikalangan para
pedagang, maka posisi (status hukum) sesuatu ini adalah sama dengan

‘seperti sebuah ketetapan syarat yang berlaku diantara mereka, walau
sesuatu itu tidak disebutkan dengan jelas dalam sebuah akad atau
ucapan. Namun aplikasi kaidah ini tidak hanya berlaku untuk transaksi
antara sesama pedagang saja, akan tetapi juga berlaku antara pedagang
dan pembeli, selama terkait dalam bidang perdagangan, sekalipun

bukan jual beli.

% Jaih, Mubarok, Kaidah Figh (Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi),(Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2002). h. 157.
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2. Konsep Takaran dan Timbangan
a. Pengertian Takaran dan Timbangan dalam jual beli

Kata ‘takaran’ dalam kamus Bahasa Arab, yaitu: mikyal kayl.*’
Sedangkan kata ‘timbangan’ dalam kamus Bahasa Arab yaitu: wazn,
mizan.** Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui
kadar, berat atau harga barang tertentu. Dalam kegiatan proses
mengukur tersebut dikenal dengan menakar. Menakar yang sering
disamakan dengan menimbang. Menakar atau menimbang merupakan
bagian dengan perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Para

pedagang menggunakan alat” yaitu kaleng, .tangan, dan lain- lain.

karena memiliki keseimba

yang diberikan
a tepat dan benar dalam
perspektif ekonomi syariah.

Termasuk diantara hal-hal terkait dengan muamalah adalah penipua
barang dagangan dan kecurangan. Jika penipuan dilakukan terhadap
pembeli dan pembeli tidak mengetahuinya. Penipuan seperti itu tingkat

dosanya sangat besar. Jika penipuan diketahui pembeli, dosanya lebih

** Imam Basyari Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia-Arab, ( Kediri: Lembaga
Pendidikan Pondok Pesantren Al Basyari, 1987), h. 625.
! Ibid, h. 704.
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ringan. Adapun jika muhtasib (petugas hisbah) meragukan kebenaran
timbangan dan takaran dipasar, ia diperbolehkan mengujinya.*
b. Dasar Hukum Takaran dan Timbangan
Allah  memerintahkan jual beli dilangsungkan  dengan
menyempurnakan takaran dan timbangan. Sebagaimana firman Nya

dalam Q.S Al-Isra’ayat 35 yang berbunyi:

}/5;}/ > =0

u.w.>- s_,UJ M‘uﬂwb‘yjjf\.‘s‘bld.g“jjjb

z Z-
=) Mo
29

)

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan

benar. ltulah yang

blh
Allah Swt, mence

menakar menlmbang

S Al-

n timbangan
dan takaran

Sebagaimana firman Allah dalam Q.s Al-Muthaffifin ayat 1-6 yang

berbunyi.
35 12 b8yt ol o 1T 15) Gl 17 Cnalesli U135

*2 Imam Al Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan khilafah Islam
Penerjemah Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), h. 432.
“3 Sayyid Sabig, Fikih Sunnah 12,( Bandung : PT Alma’arif, 1997), h. 73.
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Artinya : “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu)
orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain
mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau
menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.Tidaklah
orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka
akan dibangkitkan, Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari
(ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?”
( @S. Al- Muthaffifin :1-6 )

Nash Al-Qur’an ini menunjukan bahwa orang-orang curang yang
diancam oleh Allah dengan kecelakaan yang besar. Mereka menakar
untuk orang lain, bukan menerima takaran dari orang lain. Seakan-akan
mereka mempunyai kekuasaan terhadap manusia dengan suatu sebab

yang menjadikan mereka dapat meminta orang lain memenuhi takaran

a-Fatwa Jual beli, seorang roti hertanya
i ti hg ik toko
jan dijawab bahwa ukan ialah

menimbang al aan perintah dari Allah

Ta’ala. Jangan sekali- kall mentaati orang yang menyuruh untuk
mengurangi timbangan atau takaran meskipun harus dipecat dari
pekerjaan.®

Allah memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan takaran
dan timbangan dan melarang untuk mengurangi timbangan yaitu

terdapat dalam Q.s Al-A’raf ayat 85 yang berbunyi:

* Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an 12 Ed. Super Lux, Penerjemah As’as Yasin,
Abdul Aziz Salim Basyarahil,( Jakarta: Gema Insani Press,2001), h. 206.

** Syaikh Ahmad bin ‘Abdurrazaq ad-Duwaisy, Fatwa-Fatwa Jual Beli, Penerjemah: M,
Abdul Ghoffar E.M, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2005), h. 232.
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) Donabs abnim 0l 2025 )

Artinya : “Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan
saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku,
sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu
selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti
yang nyata daric Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran
dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi
manusia barang-barang..takaran dan timbangannya, dan

janganlah kamu-membuat kerusakan di muka bumi sesudah

ikian itu lebih baik
rang yang beriman." (

rnakan
masalah

Y- Syu’ara’ ayat

181-184: ~ ’

Y) .M\
&)Y‘MBM LS-\“‘ \) Odw

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk
orang- orang yang merugikan, Dan timbanglah dengan
timbangan yang lurus.Dan janganlah kamu merugikan
manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di
muka bumi dengan membuat kerusakan. Dan bertakwalah

-

2N G 1555 5 2arlal 1,05

* Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Ktasir 6, Penerjemah M. Abdul Ghofar E. Mdkk, (Bogor,
Pustaka Imam As Syafi’i, 2004), h. 178.
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kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat
yang dahulu.” ( QS Asy- Syu’ara’ : 181-184)

Peraturan yang mengatur tentang timbangan di Indonesia yaitu
undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1981 tentang
Metrologi Legal pada Bab 1V Pasal 14 yaitu:

Dengan peraturan pemerintah ditetapkan tentang alat-alat ukur,
takar, timbangan dan perlengkapan yang:

1) Wajib ditera dan ditera ulang.
2) Dibebaskan dari tera atautera.ulang, atau dari kedua-duanya.

3) Syarat-syaratnya harus dipenuhi.*’

alat-a imbangan dan

serta jangka waktu dilakukan dant ng.

3) Tempat-than tera dan tera ulang
alat-alat ukur, takar dan timbangah dan perlengkapannya untuk jenis-
jenis tertentu.

Semua alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya pada
waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat —syarat :

1) Sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf ¢ undang-undang ini dan

yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dapat dirusak sampai tidak

h. 204.

*” Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi Legal,
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dapat dipergunakan lagi oleh pegawai yang berhak menera atau
menera ulang

2) Tata cara pengurusan alat-alat ukur, takar, timbangan dan

perlengkapannya diatur oleh menteri sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.®

c. Akurasi takaran dan timbangan sebagai keabsahan dalam jual beli

Peraturan pengukuran dan timbangan tidak hanya diatur dalam

hukum Islam saja, namun ada hukum positif yang berlaku diindonesia

yang mengatur hal tersebut yaitu UU No. 2 Th 1981 tentang metrologi

legal. Metrologi (ilmu pengukuran) adalah disiplin ilmu yang

mempelaja dan jakurasi bidang

i ngetahuan dan teknologi.

: AI A “ﬂ dengan
metoda-metoda alat-alat ukur,

arat-syarat teknik dan

peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi

kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran:

1) Alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi

pengukuran kuantitas dan kualitas

2) Alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi

pengukuran kuantitas atau penakaran

“8 Ibid, h. 205.
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3) Alat timbangan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi
pengukuran massa atau penimbangan
4) Alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai
sebagai perlengkapan utama tambahan pada alat-alat ukur atau
penimbangan
5) Alat penunjuk ialah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil
pengukuran.®
Metrologi mencakup tiga hal utama:
1) Penetapan definisi satuan-satuan ukuran yang diterima secara

internasional (misalnya meter)

etode ilmiah

pengetahuan itu
atu mikro meter ulir
dibengkel dan standar panjang dilaboratorium standar).*
Metrologi dikelompokkan kedalam tiga kategori utama dengan
tingkat kerumitan dan akurasi yang berbeda-beda.
1) Metrologi ilmiah
Berhubungan dengan pengaturan dan pengembangan standar-standar

pengukuran dan pemeliharaannya.

* Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981, Tentang Metoroli Legal.
*% Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981, Tentang Metrologi Legal.
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2) Metrologi industry
Bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengukuran dan alat-alat
ukur di industri berfungsi dengan akurasi yang memadai, baik dalam
proses persiapan, produksi, maupun pengujiannya.
3) Metrologi Legal
Berkaitan dengan pengukuran yang berdampak pada transaksi
ekonomi, kesehatan, dan keselamatan.**
Badan metrologi mempunyai tugas memberi tanda tera. Menera
ialah menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku,

is yang bertanda tera sah

tertulis yang“Derta
olen pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan
pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbangan dan

perlengkapan yang telah di tera.

> www. Wikipedia. Com, Metrologi-Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia

bebas.htm, diakses pada tanggal 10-07-2020.
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Jenis-jenis tanda tera yaitu:
1) Tanda sah
Tanda sah dibubuhkan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar,
timbangan, dan perlengkapan yang disahkan pada waktu di tera atau
ditera ulang.
2) Tanda batal
Tanda batal dibubuhkan pada alat-alat ukur, timbangan, dan
perlengkapannya yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera
ulang.

3) Tanda jaminan 3
bagian-bagian
alat- alat ukur, takar, timban annnya
' ah lt kara atau

Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak dibubuhkan pada

4) Tanda d

alat-alat ukur, takar, timbangan atau perlengkapannya, agar dapat
diketahui di mana dan oleh siapa peneraan dilakukan.
5) Tanda pegawai yang berhak
Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada
alat-alat ukur, takar, timbangan atau perlengkapannya diberikan surat

keterangan tertulis sebagai penggantinya.®?

°2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981, Tentang Metrologi Legal.
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Dalam UU No. 2 th 1981 tentang Metrologi Legal pada pasal 12
dijelaskan bahwa:

1) Alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang pada
waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat
dan yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dapat dirusak sampai
tidak dapat dipergunakan lagi, oleh pegawai yang berhak menera
atau menera ulang.

2) Tata cara perbaikan alat-alat ukur, takar, timbangan, dan
perlengkapannya diatur oleh Menteri sesuai dengan peraturan

perundang-undangah yang berlaku.>®

ri

an berdasarkan

I kepentingan umum

dalam hal kebenaran pengukuran.

3. Konsep Harga
a. Pengertian Harga
Menurut para ekonom, harga, nilai dan faedah (utility) merupakan
konsep-konsep yang sangat berkaitan. Utility adalah atribut suatu
produk yang dapat memuaskan kebutuhan. Sedangkan nilai adalah

ungkapan secara kuantitatif tentang kekuatan barang untuk dapat

*% Undang-undang No 2 Tahun 1981, Tentang Metrologi Legal.
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menarik barang lain dalam pertukaran. Dalam perekonomian sekarang
ini untuk mengadakan pertukaran atau untuk mengukur nilai suatu
produk kita menggunakan uang, bukan sistem barter. Jumlah uang yang
digunakan di dalam pertukaran tersebut mencerminkan tingkat harga
daris uatu barang.>* Jadi, harga dapat didefinisikan sebagai berikut :

Menurut Philip Kotler dan Gary Amstrong, harga adalah sejumlah
uang yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai
yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari
memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa.>

Menurut  Basu Swasta. dan Irawan harga adalah jumlah uang

Jasa yang dijual
atau dlserahkh ’

Dari definisi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa harga yang
dibayar oleh pembeli itu sudah termasuk pelayanan yang diberikan oleh
penjual. Bahkan penjual juga menginginkan sejumlah keuntungan dari

harga tersebut.

* Basu Swasta Irawan, AlQur’an dan Terjemahnya, (Yogyakarta: Liberty

Yogyakarta,2008), h. 241.

% Philip Kolter dan Gary Amstrong, Ptinsip-Prinsip Pemasaran, Edisi Ke-12 n(Jakarta:
Erlangga, 2006), h. 345.

°® Basu Swasta dan Irawan, AIQur’an dan Terjemahnya..., h. 241.

>"Marius Anggipora, Dasar-Dasar Pemasaran, Cet ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada,2012), h. 268.
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Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan
keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi.
1) Peranan alokasi dari harga yaitu fungsi harga dalam membantu para

pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas
tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan
demikian, adanya harga dapat membantu para pembeli untuk
memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis
barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai
alternatif dari yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana

kehendaki.

si da aitu lam mendidik

engenai faktor-faktor produ i al ini

be nfbll “i‘ i‘man i i
nt

aatnya secara

yang di

2) Peranan

enilai faktor
objektif. h bahwa harga yang
mahal mencerminkan kualitas yang tinggi.*®
b. Konsep Harga dalam Islam
Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau
penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya

segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli

diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak ada dalil yang

>® Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997), h. 152.
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melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan
dan suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Harga menjadi sesuatu yang sangat penting, artinya bila harga suatu
barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku,
dan sebaliknya bila menjual terlalu murah, keuntungan yang didapat
menjadi berkurang. Penetapan harga yang dilakukan penjual atau
pedagang akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan
diperoleh atau bahkan kerugian yang akan diperoleh jika keputusan
dalam menetapkan harga jual tidak dipertimbangkan dengan tepat

sasaran. Dalam menetapkan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai

cara geperti

rga jual oleh pasar yang a

ol a Alllﬂmp . i an oleh

aan seperti ini

g diinginkan

2) Penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah, artinya
pemerintah berwenang menetapkan harga barang dan jasa terutama
menyangkut masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat menetapkan
harga jual barang sesuai kehendaknya.

3) Penetapan harga jual yang dicontoh oleh penjual oleh perusahaan,
maksudnya harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan. Penjual

menetapkan harga dan pembeli boleh memilih, membeli atau tidak.
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Harga ditetapkan oleh keputusan atau kebijaksanaan dalam
perusahaan.™
Menurut Jumhur Ulama telah sepakat bahwa Islam menjunjung
tinggi mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja
pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari
kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga yang
normal, atau sesuai harga pasar. Dalam penjualan Islami, baik yang
bersifat barang maupun jasa, terdapat norma, etika agama, dan
perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang

bersih, yaitu:

5) Menegakkan toleransi dan keadilan®

Ajaran Islam memberikan perhatian yang besar terhadap
kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna
merupakan resultan dari kekuatan yang bersifat massal, yaitu
merupakan fenomena alamiyah. Pasar yang bersaing sempurna

menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Oleh

%° Soemarsono, Peranan Pokok Menentukan Harga Jual, ( Jakarta: Rieneka Cipta,1990),
h. 17.

% yusuf Qardhawi, Norma dan Etika bisnis Islam, Alih Bahasa Zainal Arifin (Jakarta:
Gema Insani,1999), h. 189.
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karena itu, Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan
mekanisme pasar yang sempurna.

Menurut Ibnu Taimiyah naik dan turunnya harga tidak selalu
disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat
transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun
akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang
yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu,jika permintaan
terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun, harga
barang tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya. Kelangkaan dan

melimpahnya_ barang mungkin disebakan oleh, tindakan yang adil atau

an yangitidak adil.**

transaksi sudah sesuai atu yang

permintaan Mr yang otomatis dan

perbuatan melanggar hukum dari penjualan, misalnya penimbunan.®?
Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil.

Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang, yaitu

sebagai berikut:

1) Talagi rukban dilarang karena pedagang yang menyongsong

dipinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual

dikampung akan harga yang berlaku dikota. Mencegah masuknya

81 Adiwarman A Karim, Ekonomi Mikro Islam, Edisi Ketiga (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2011), h. 144,
®2 Ibid, h . 145.
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pedagang desa kekota ini (entry barrier) akan menimbulkan
pasaryang tidak kompetitif.

2) Mengurangi timbangan dilarang karena barang dijual dengan harga
yang sama dengan jumlah yang sedikit.

3) Menyembunyikan barang cacat dilarang karena penjual
mendapatkan harga yang baik untuk kualitas yang buruk.

4) Menukar kurma kering dengan basah dilarang karena takaran kurma
basah ketika kering bias jadi tidak sama dengan kurma kering yang
ditukar.

5) Menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua tukar kurma

a mempunyai
ya. Rasulullah menyuruh a satu,

oilln B

ilarang karena si

ruh orang lain

memuji rga tinggi agar orang
lain tertarik.

7) Ikhtikar dilarang yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan
norma dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih
tinggi.

8) Ghaban faa-hisy (besar) dilarang yaitu menjual di atas harga

pasar.®®

% Ibid, h .153.



44

c. Penentuan Harga dalam Islam

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan (al- ‘adl/justice), termasuk
juga dalam penentuan harga. Terdapat beberapa terminologi dalam
bahasa Arab yang maknanya menuju kepada harga yang adil ini. Antara
lain : si’r al- mitsl, tsaman almitsl dan gimah al-‘adl. Istilah gimah
al’adl (harga yang adil) pernah digunakan dalam Rasulullah Saw,
dalam mengomentari kompensasi bagian bagi pembebasan budak, di
mana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap
memperoleh kompensasi.dengan harga yang adil (shahih muslim).

Istilah gimah al- ‘adl juga banyak digunakan oleh para hakim yang

telahg men S|kan i bisnis dalam

cacat yang dijual,

uhlbta\.

-istilah di atas

n sejak masa
Rasulullah arjana muslim pertama
yang memberikan perhatian secara khusus adalah lIbnu Taimiyah. lbnu
Taimiyah sering menggunakan dua terminologi dalam pembahasaan
harga ini, yaitu: ‘iwad al mits (equivalen compensation/ kompensasi
yang setara). Dalam al-hisbahnya ia mengatakan: “ Kompensasi yang
setara akan diukur dan ditaksirkan oleh hal-hal yang setara dan dan

itulah esensi keadilan (nafsal-‘adl)”. Di mana pun ia membedakan

antara dua jenis harga, yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta

% Ibid, h. 149.
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harga yang adil dan disukai, dan mempertimbangkan harga yang setara
itu sebagian harga yang adil.®®

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang
mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis
harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari
komitmen syari’ah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara
umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan
eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan

menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat

bagi pembeli, dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh

h mapfaat yang setara

kon quivalen
alam teori harga
dengan konm ya melihat harga dari
sisi produsen sebab mendasari pada biaya produksi saja. Konsep ini
jelas memberikan rasa keadilan dalam perspektif yang lebih luas, sebab
konsumen juga memiliki penilaian tersendiri atas dasar harga suatu
barang. ltulah sebabnya syari’ah Islam sangat menghargaih arga yang
terbentuk atas dasar kekuatan permintaan dan penawaran di pasar.®®

Penentuan harga haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah

satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang Islami. Bahkan, keadilan

% Ibid, h. 151.
% bid, h. 164.
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sering kali dipandang sebagai intisari dari ajaran Islam dan dinilai Allah
sebagai perbuatan yang lebih dekat dengan ketakwaan.®’

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan
harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan bahkan
mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan
harga disebabkan oleh distorsi terhadap permintaan dan penawaran.
Kebolehan intervensi harga antara lain :

1) Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat vyaitu
melindungi penjual dalam hal tambahan keuntungan (profit margin)

sekaligus

elindungt pembeli-dalam hal purchasing power.

lebih  luas,
dsyarakat yang lebih kecil,
sehingga intervensi harga berarti pula melindungi kepentingan
masyarakat yang lebih luas.®
Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ekonomi Islam.
Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan
utama dari risalah para Rasul-Nya. Keadilan sering kali diletakkan

sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Seluruh ulama terkemuka

sepanjang sejarah Islam menempatkan keadilan sebagai unsur paling

®" Ibid, h. 351.
% Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, (Yogyakarta:
Ekonomisia,2002), h. 203.
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utama dalam magashid syari’ah. Sayyid Qutb menyebutkan keadilan
sebagai unsur pokok komprehensif dan terpenting dalam aspek seluruh
kehidupannya.®®

Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam
(P3EI), berdasarkan makna adil yang ada dalam al-Qur’an
sebagaimana disebutkan di atas, maka bisa dirutunkan nilai turunan
yang berasal darinya sebagai berikut:
a. Persamaan Kompensasi

Persamaan kompensasi adalah pengertian adil yang paling umum,

yaitu bahwa seseorang harus memberikan kompensasi yang sepadan

: Persamaam ’

Persamaan hukum disini berarti setiap orang harus diperlakukan
sama di muka hukum. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap
seseorang dimuka hukum atas dasar apapun juga. Dalam konteks
ekonomi, setiap orang harus diperlakukan sama dalam setiap
aktivitas maupun transaksi ekonomi. Tidak ada alasan untuk
melebihkan hak suatu golongan atas golongan lain hanya karena

kondisi yang berbeda dari kedua golongan tersebut.

% pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3El), Ekonomi Islam
(Jakarta:Rajawali Press, 2009), h. 59.
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c. Moderat
Moderat disini dimaknai sebagai posisi tengah-tengah. Nilai
adil disini dianggap telah diterapkan seseorang jika seseorang yang
bersangkutan mampu memposisikan dirinya dalam posisi ditengah.
Hal ini memberikan implikasi bahwa seseorang harus mengambil
posisi ditengah dalam arti tidak mengambil keputusan yang
terlalu memperingan, misalnya dalam hal pemberian kompensasi.
d. Proporsional
Adil tidak selalu: diartikan kesamaan hak, namun hak ini

disesuaikan dengan ukuran setiap individu atau proporsional, baik

n kontribusi yang diberikan

INT

ungkapkan h

ang pernah di
lakukan oleh par litian terdahulu dapat
dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi penulis untuk melakukan
penelitian itu sehingga terjadi penelitian yang saling terkait. Di antara
penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian adalah sebagai
berikut:

Pertama, Skripsi oleh Narul Ita (2018) dari UIN Raden Intan Lampung
yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bumbu Dapur

Dengan Cara Comot (Studi di Pasar Tugu Bandar Lampung)” penelitian ini

% 1bid, h. 60.
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menarik permasalahan di antaranya : bagaimana tinjauan hukum Islam
terhadap jual beli bumbu dapur dengan cara comot yang dilakukan oleh
pedagang Pasar Tugu Bandar Lampung. Metodologi yang digunakan adalah
kualitatif dan jenis penelitian lapangan (field research). Berdasarkan
penelitian ini dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli bumbu dapur
dengan cara comot di Pasar Tugu Bandar Lampung merupakan jual beli
menggunakan  perkiraan atau spekulasi dalam mengambil barang
dagangannya, tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu. Transaksi jual
beli dengan cara comot di Pasar Tugu Bandar lampung merupakan kebiasaan

yang selalu dilakukan oleh ‘penjual bumbu dapur. Karena jual beli dengan

cayaap dan kerelaan

pembeli dan penjm

Kedua, Nita Yuliana (2018) dari UIN Raden Intan Lampung yang
berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Takaran dan Harga Dalam Jual
Beli BBM” studi di penjual BBM pertamini dan eceran di Sukabumi Bandar
Lampung”. Penelitian ini menarik permasalahan yaitu bagaimana tinjauan
hukum Islam terhadap takaran dan harga dalam jual beli BBM di Sukabumi
Bandar Lampung. Metodologi yang digunakan kualitatif dan jenis penelitian

ini adalah lapangan (field research). Ditinjau dari hukum Islam bahwa

"' Narul Ita (2018) dari UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum
Islam Tentang Jual Beli Bumbu Dapur Dengan Cara Comot. (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum dalam Hukum Ekonomi Syariah Uin Raden Intan, Lampung, 2019), h. 3.
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penjual BBM pertamini dan penjual BBM eceran di Sukabumi Bandar
Lampung telah menggunakan alat takar literan yang sesuai dengan ukuran
pada umumnya. Namun dalam prakteknya masih terdapat kecurangan
kekurangan takaran dari masing-masing peralatan yang digunakan. Terdapat
50% penjual yang takarannya tidak pas dan, 50% yang takarannya pas. Harga
yang ditetapkan dalam transaksi jual beli BBM adalah harga yang tidak
memberatkan bagi pembeli.”

Ketiga, Heri Purwanto (2019) dari UIN Raden Intan yang berjudul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele Dengan Sistem

Takaran” studi kasus di desa bandar sari, Kecamatan Way Tuba Kabupaten

itu: bagaimana

terhadap akad jual beli bibit Sis takaran

Aﬁlﬁ@b mpung.

dapat dikem alam  proses

penjualan bibit m

namun dalam pelaksanaannya mereka tidak menghitung per ekor tetapi

ari hitungan per ekor,

dengan cara menggunakan takaran dan perkiraan. Dalam hal ini terdapat
adanya unsur penyimpangan dalam praktek dan mekanisme jual beli yang
ditentukan oleh Islam. Akan tetapi hal tersebut tidak berpengaruh terhadap
penjual ataupun pembeli, karena antara kedua pihak tersebut sama-sama rela.

Hal ini dilakukan karena gelas sampling yang dihitung per ekor bibit lele

2 Nita Yuliana, “Analisis Hukum Islam Terhadap Takaran dan Harga Dalam Jual Beli
BBM” studi di penjual BBM pertamini dan eceran di Sukabumi Bandar Lampung”. (Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018,),
h. 4.
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hanya untuk mengetahui harga per ekor bibit lele, maka gelas seterusnya
menggunakan sistem takaran (gelas).”

Dari beberapa karya ilmiah yang ada, setelah penulis mengamati dan
menelusurinya, kajian secara spesifik dan komprehensif terdapat persamaan
maupun perbedaannya. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas
masalah jual beli, sedangkan perbedaannya vyaitu terletak pada objek
permasalahan yang akan dibahas oleh setiap penulis.

Oleh karena itu, mengenai jual beli jangkrik dengan sistem takaran
perspektif hukum ekonomi syariah belum ada yang mengkajinya, sehingga

penulis tertarik untuk meng‘kéji permasalahan tersebut dalam sebuah karya

ilmiah yang berj | Be

den m Takaran Perspektif
riah di Kelurahan Way Ka

Nty

n =

" Heri Purwanto “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele Dengan Sistem
Takaran”. (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di UIN Raden Intan Lampung, 2019) ,h. 4.
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